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Tesisini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR).
Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi
syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini
melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah pertama, bagai mana pel aksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian?
Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung
jawab negara? Untuk menjawab permasal ahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum
normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk
menilai programprogram yang dijalankan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis
termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks
hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan
subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat
digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa.
Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (1JP) tersebut telah menimbulkan
transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan
hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana I JP
meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi
sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan
konsekuens hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang
mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

<hr><i>Thisthesis discusses MSMESs credit guarantee through the micro credit program (KUR). Thisloan
guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access
credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three
parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the
formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the
context of contract law? (ii) isthe MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's
responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research
is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as
possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.
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Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of
business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including
in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law isequal with other
subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common
people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the
form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (I1JP) cause the transformation of
the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk
would occur if the 1JP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned
enterprises (SOESs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater alocation of funds from the
state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of
the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests
and welfare of the community.</i>



